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Abstract

Children are a young generation which is the swgaresf natiori-huilding to lead to a better
kedepanya, and children are trustworthy as wethasgift of ~'mighty God, that we keep
and it shall be given their rights to fair as pbksias humai beings, but at the moment many
children become victims of abuse of drugs or n&:otv/e can not blame everything
completely to those who have fallen into a misttdie ¢ he did all this, it did not escape the
importance of supervision and the role of all swucies, parents and the community,
enforcement law (police, prosecutors, judg=s,-agdnaes engaged in providing legal
protection for children as perpetrators), it is €' .that all of the agencies and the parents
should have a sense of simapti to the child,.z»=yd put in terms of the protection of the
law against them and optimize recovery «r both wedand social rehabilitation for those
who have been positive for the types of Naicotiican the prioritize criminal sanctions as
retaliation for the child's plight.
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A. Pendahuluan

Penyalahgunaan d¢» veredaran gelap narkotika,tpgkaa dan bahan berbahaya
lainya (Narkoba) denga erbagai implikasi dan dampegatifnya merupakan suatu
masalah internasiona!maupun nasional yang sarmyaplieks yang dapat merusak dan
mengancam kehidupar.. masyarakat, bangsa dan negata, melemahkan ketahanan
nasional yang dapat menghambat jalannya pembandundpalagi pada saat ini,
Narkotika telah menjadi Tren bagi remaja pada mkis® yang dimana remaja
seharusnya menjadi penerus bangsa dalam membaegana ini menjadi lebih baik,
tetapi malah menjadi korban penyalahgunaa narkoba.

Penggunaan narkotika pada anak, mengakibatkanangggnya fungsi otak dan
perkembangan normal anak dan remaja, seperti,idggasehinga mudah lupa, perhatian
sulit berkonsentrasi, sehingga memberi perasaamu sgeu khayal, motivasi sehingga
keinginan dan kemampuan belajar merosot, persadralbasak, serta minat dan cita-sita
semula akan padam.
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Terjadinya penyalahgunaan narkoba pada generasa malipun remaja, tidak
bisa lepas dari masalah kurang terjalinya hubukgamunikasi yang baik antara orang tua
dan anak. Akhirnya, jalan pintas yang mereka tengmdiah menjadikan narkoba, miras,
dan zat adiktif sebagai sahabatriya.

Anak perlu dilindungi dikarenakan anak merupakaoyeld hukum, dimana anak
merupakan subyek hukum yang bersifat khusus. Keldaimnya bukan saja terkait dengan
pertanggung jawabanya yang bersifat khusus, tgigpistigma yang dibangunnya, untuk
menunjuk anak yang bermasalah dengan hukum pideidkatnya ingin ditanamkan
kesan, bahwa prilaku anak yang bermasalah dengkamhuiidak dapat semata-mata
dilihat sebagai “prilaku jahat”. Dengan kata lakgnteks kenakalan anak tidak dapat
dipandang “sama”’ dengan kejahatan ataupun pelaamggartuk menunjuk pada prilaku
orang dewasa yang bermasalah dengan hukum pidana.

Terdapat dilema paradigmatis dalam hal anak mebkakuenyalahgunaan
narkotika, disatu sisi, penyalahgunaan narkotikeualifikasi sebagai tindak pidana,
sehingga pelakunya, termasuk anak, dapat di pidseragntara disisi lain, anak yang
menyalahgunakan narkotika adalah juga korban. Rilgraadigmatis seperti ini sangat
potensial menimbulkan salah penerapan hukum.

Dengan demikian pelindungan hukum terhauapb pelaaggaelanggaran dari
tindak pidana yang dilakukan oleh anak memang' hdm exlakukan khusus untuk anak
yang telah menjadi korban dalam tindak pidana, ualkiii tindak pidana penyalahgunaan
narkotika, dan tindak pidana lainnya.

Dapat kita ketahui Narkotika, psikotruika«dan balaiktif lainnya merupakan
bahan atau obat yang termasuk dalam kat_gor: beeybadtau dilarang untuk digunakan,
diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, dan tied arlduar ketentuan hukum.

Masalah peredaran narkotika dii¢:las’<an didalam bgdiéndang Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika pasal 35 yeng erbunyi, d@eean narkotika meliputi setiap
kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran mgayerahan Narkotika, baik dalam
rangka perdagangan, bukan percagangan maupun tandanan, untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan pengemuaiigan ilmu pengetdan teknologi.

Dan didalam undang-unuang 35 tentang Narkotikangpgpasal 36 ayat (1) - ayat
(4) yang juga membahas masc'ai dalam peredaraotikarigang legal, yang berbunyi:

1. Narkotika dalam L=ntuk obat jadi hanya dapat diedasetelah dapat izin edar

Menteri

2. Ketentuan lecih 1anjut mengenai syarat dan tata gqagrizinan peredaran
Narkotika da'ai.. bentuk obat jadi sebagai mana dem@dlpada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Menteri

3. Untuk mendapatkan izin edar Menteri, Narkotika daldentuk obat jadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melahdafiaran pada Badan
Pengawas Obat dan Makanan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata gendaftaran Narkotika
dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud padga (8y diatur dengan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Tujuan diundangkanya Undang-Undang Nomor 35 tali0® Zersebut menurut

pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentarigotika yang berbunyi:

% Yusuf Apandj “Katakan Tidak Pada Narkoba'Simbiosa Rekatama Media, Bandung: 2010 Him 17
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a. Menjamin ketersedian Narkotika untuk kepentingamaysnan kesehatan dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsané&si® dari penyalahgunaan

Narkotika;

Memberantas peredaran gelap NarkotikaR@kusorNarkotika;

. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dasakdoagi penyalah guna dan
pecandd.

Untuk menjawab semua persoalan dan permasalahdaktipidana Narkotika
pelaku anak tersebut sebenarnya dapat diantisg@am menerapkan Undang-Undang
Nomor 35 tahun 2009 tepatnya Pasal 55 ayat 1 lyarigunyi:

“Orang tua wali dari pecandu narkotika yang belumkup umur wajib  melaporkan
kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakiataamembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial yang ditujukan oleh pemerintatiuk mendapatkan pengobatan dan
atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan riéitesth sosial.”®

Permasalahan Rehabilitasi tersebut juga dibahdedasn Peraturan Pemerintah
Nomor 25 tahun 2011. Tentang pelaksanaan wajbrlazacandu narkotika, tepatnya
dalam Bab | ketentuan umum yaitu dalam pasal 1@ya“a~a berbunyi:

“Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yantakikan oleh pecandu narkotika
yang sudah cukup umur atau keluarganya dan fatau)dre atau wali dari pecandu
narkotika yang belum cukup umur kepada /usuwusnepena wajib lapor untuk
mendapatkan pengobatan dan atau perbuatan acnli‘akiaimedis dan rehabilitasi social.
Institusi penerima wajib lapor adalah pusat 'esghatasyarakat, rumah sakit, dan atau
lembaga rehabilitasi medis dan lembaga re:.abidasial yang ditunjuk oleh pemerintah,
yang tercantum dalam pasal 2 tentang pelcksznaib lapor pecandu narkotika’”

Tetapi permasalahan nya disin’ acalah pelaksanamsal B5 ayat 1 Undang-
Undang Narkotika diwilayah Bengkanz belumlah tésesi sepenuhnya dalam
memberikan suatu upaya perlindungar erhadap atsgai pecandu atau penyalahguna
narkotika tersebut, semuanya yanj pertama didaldriminimnya pengetahuan orang tua
atau wali pencandu narkotika terhaczp anaknya sepagandu narkotika.

Oleh sebab itu dalam_k=ntuk perlindungan hukum laagk yang melakukan
tindak pidana narkotika harusiati venar-benar dnjan, dan perlindungan tersebut harus
didukung oleh orang tua ariak yang sebagai pecaadtika, untuk mendapatkan hak-
hak anak pada semestinya, untuk itu dituntut peramg tua untuk bisa mendapatkan
perlindungan hukum baal anaknya, dengan cara hbdifasi secepatnya kepada pihak
kepolisan khususnya Cacan Reserse Narkotika Besigigabila anaknya terbukti benar
terindikasi penyalahgunaan narkotika, maka akanamumhgi pihak kepolisan khususnya
Satuan Reserse Narkotika Bengkalis untuk mengaml@h rujuk untuk menempuh
rahbilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupunabifitasi sosial.

o0

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pelaksanaan wajib lapor didalam peBahyat | Undang-Undang
Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 di Kabupaten Bengkali
2. Kendala apa saja yang terdapat dalam pelaksanapin Mapor pasal 55 ayat |
Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 di Keten Bengkalis ?

" AR. Sujono., Bony Danielkomentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 351009 Tentang
Narkotika” Sinar Grafika, Jakarta: 2011 Him. 63
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3. Apakah upaya dalam menghadapi kendala pelaksanajgm lapor didalam pasal 55
ayat | Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2@8i0Rabupaten Bengkalis ?

C. Pembahasan

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupapeatshidupan anak yang dapat
menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengam,Wwajk secara rohani, jasmani
maupun sosial. Pada hakikatnya, anak sebagai geper@erus seharusnya dapat tumbuh
dan berkembang dalam suasana yang harmonis das th&@fhgpengaruh untuk melakukan
perbuatan anti sosidl.

Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang di@kuteh anak-anak itu bukan
hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbu#taan melahirkan penderitaan dan
kehancuran baik fisik maupun mental yang teramaijapg, tetapi juga oleh karena
kompleksitas di dalam penanggulangannya terutartikakpilihan jatuh pada pengunaan
hukum pidana sebagai sarananya.

Disini terkadang anak merupakan korban dari pehgalaaan narkotika. yang
dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotikata3ac=orang yang tidak sengaja
mengunakan narkotika karena dibujuk, diperday&gulitpaisa, dan atau diancam untuk
menggunakan narkotika.

Unsur-unsur yang berada secara internal mauruerakstdidalam ruang lingkup
untuk menggolongkan status anak tersebut:

1. Unsur internal pada diri anak

a. Subjek Hukum; sebagai seseorang manusia anakdjgglongkan sebagauman
right yang terkait dalam ketentug-kententuan peraty@mndang-undangan,
ketentuan dimaksud diletakan p=da-anak dengan tkhateketentuan peraturan
perundang-undangan. Ketentuai' diriaksud diletakda paak dengan golongan
orang yang belum dewasa, seieorang yang berada galavalian, orang yang
tidak mampu meletakan perkuwaton hukum.

b. Persamaan hak dan kewajinan anak; seseorangkaakuga mempunyai hak dan
kewajiban-kewajiban yang sama dengan orang dewase wiberikan oleh
ketentuan perundang<:ai'angan dalam melakukan parbuaukum. Hukum
meletakan anak dalevwt>posisi sebagai perantararhuktuk dapat memperoleh
hak dan atau dape*.qsejajarkan dengan kedudukesasde atau disebut sebagai
subjek hukum yarig-t.ormal.

Segala upaya porindungan yang ada didalam setigbypan perundang-undangan
yang memamang khesiis diperuntukan untuk anak dito@nzannya adalah memberikan
Hak-hak anak yang selalu terabaikan didalam anakakuiean tindak pidana,
perlindungan khusus dijelaskan secara terinci diddUndang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan anak, pada Pasal 59 sapgum Pasal 71. Arahan
perlindungan khusus harus dilaksanakan sepenuli@ygemerintah dan lembaga negara
lainya terdapat, pada pasal 59 didalam Undang-UndRerlindungan Anak Nomor 23
Tahun 2002 yang berbunyi:

“Pemerintah dan lembaga negara lainya berkewajitlam berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungarskfilkepada anak dalam

situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hulamak dari kelompok
minoritas dan tersolasi, anak tereksploitasi seekomomi, dan atau seksual, anak
yang diperdangkan, anak yang menjadi korban pelngateaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), akakban penculikan, penjualan

19 Arif gosita, “‘Masalah Perlindungan AnakAkademika Pesindo, Jakarta, 1989 Him. 2.
2 Ar. Sujono., Bony DanielQp Cit. HIm. 301



dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fasikatau mental, anak yang
menyandang cacat, dan anak korban perlakuan safepethelantaran®

Dan tidak disitu saja perlindungan hukum bagi ayakg melakukan tindak
pidana, baik dalam proses penyidikan dari pihakokegn sampai selanjutnya masuk
keranah hukum pun anak ini akan diperlakukan khu3daa hakim pun dalam menangani
anak yang melakukan tindak pidana, telah ditetapiesmi oleh aturan perundang
undangan. Dibedakan dari pelaku dewasa dalam hgkimg melakukan persidangannya,
Seperti dalam Surat-EDARAN Nomor : 1 Tahun 2008\/Kumdil/31/1/K/2005) Tentang
Pengangkatan Hakim Anak Berdasarkan Undang-UndamgoN 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak:

a. Hakim Anak ditetapkan berdasarkan Surat Kegaut Ketua Mahkamah Agung atas
usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutanlmeé{@tua Pengadilan Tinggi
(Pasal 9).

b. Hakim Banding Anak ditetapkan berdasarkan SGeputusan Ketua Mahkamah
Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yaergdngkiwon (Pasal 12). Sehubungan
dengan ketentuan undang-undang tersebut, démgdipcrintahkan agar:

1. Pada setiap Pengadilan Negeri dan Pengadi.gyilsedapat-dapatnya ada tiga
orang Hakim Anak atau sekurang-kurangn:‘a satu drakgm Anak.

2. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pernigauilagglisegera mengajukan usul
Penetapan Hakim Anak dan Hakim R=2iding Anak untuBsing-masing
Pengadilan Negeri dan Pengadilan <inggi guna m&klgmgHakim Anak yang
sudah ada.

3. Dalam hal terjadi mutasi, segera di.'suv kan Hakimak
yang baru. Pada setiap Pengadilen Negeri aggayhkan ada ruang sidang
khusus dan ruang tunggu khutusintuk anak yangdiitangkart>

Hal ini memang seharusnya aiaksanakan didalam aupaglindungi anak dari
rusaknya mental bagi diri anak (yany telah melakuttadak pidana anak, perlakuan
khusus seharusnya diperuntukan “aintuk anak, yangndimanak harus mendapatkan
pengutamaan berupa pembinaan ‘untuk mengubah gmtidpiatan yang negatif yang
selama ini ia lakukan, rasa nyaman didalam prosasigangan memang harusnya
didapatkan anak, bukan ‘.sepaliknya, apabila anakaladid proses persidangan
mendapatkan tekanan danr iiierasakan kekhawatiramjaeg berjalannya persidangan
maka akan rusak pula raenwal bagi anak tersebutseiamua yang dilaksanakan tersebut
tidaklah bermanfaat.aar akan berdampak yang lebilukblagi pada perkembangan
kejiwaan anak.

2. Unsur eksternal pada diri anak
a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalammh@quality before the

low), dapat memberikan legalitas formal terhadap aseldagai seseorang yang

tidak mampu untuk berbuat peristiwva hukum, yangrditkan oleh ketentuan
peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau ketenthhukum yang memuat
perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewgaanberbuat peristiwa
hukum dari anak yang bersangkutan.

b. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau memugni yang timbul, dari UUD

1945 dan perundang-undandan.

12 yndang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahur220@ntang Perlindungan AnakLembaran
Negara RI. Tahun 2002 Nomor 23 Pasal 59.

13 SURAT-EDARAN Nomor : 1 Tahun 2005 (MA/Kumdil/31K/2005) Tentang Pengangkatan Hakim
Anak.
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Perlu dicermati walaupun anak telah melakukan kngedana dan harus
dihadapkan didepan sidang anak, maka yang harwslapkan didepan sidang anak,
dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi terhadapayas bermuara dalam perspektif
pembinaan anak nakal, dan mendapat perlakuan-parakkhusus dalam bentuk
pembinaan terhadap perkembangan mental dan fiskggakemudian dapat tumbuh dan
berkembang sesuai dengan kebutuhannya hinggaléigiakenjadi anak nakal.

Sebagai landasan yuridis yang mengatur upaya peabiterhadap anak pelaku
tindak pidana atau anak nakal, sebagaimana tertdalagn Undang-Undang Nomor 12
tahun 1995 tentang pemasyaraatan (selanjutnyaudisgtslang-Undang pemasyarakatan)
dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Péagathak (selanjutnya disebut
Undang-Undang Pengadilan Anak).

Landasan yuridis tersebut, menetapkan bahwa tguheaik pelaku tindak pidana
atau anak nakal yang telah putus dikenai sanksiphepidana penjara, terhadapnya akan
dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakaanak (LPA), menurut
ketentuan pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anaw@danak didik pemasyarakatan
ditempatkan dilembaga-lembaga Pemasyarakatan Aesz yerpisah dari narapidana
dewasa. Anak yang ditempatkan dilembaga pemas)amkmak, berhak memperoleh
pendidikan dan latihan baik formal maupun inforrsgsuai dengan bakat dan
kemampuannya, serta memperoleh hak-hak laifhya.

Adapun pihak-pihak yang berkewajibanuari” bertanggjawab memeberikan
perlindungan teradap anak melipdfi :

1. Negara dan Pemerintah

Negara dan pemerintah mempunya’.:2wajiban dan temgggawab terhadap anak
dalam hal :

a. Menghormati dan menjamin_liak-Yak asasi setiap tamgda ada perbedaan

b. Memberikan dukungan fsaiciia dan prasana dalam peggsaran

perlindungan anak

c. Menjamin perlindunga), pemeliharaan dan kesejadwteraanak dengan

memperhatikan hak dari-ewajiban orang tua atau atali orang lain yang
secara hukum bertangagung jawab terhadap anak

d. Menjamin anak. uawuk mempergunakan haknya dalam amepgikan

pendapat sesuai denyan usia dan tingkat kecerdaaén
2. Masyarakat

Kewajiban dan tengyung jawab terhadap perlindureyzak dapat dilaksanakan
melalui kegiatan masycora.at.
3. Orang tua dan keluaiga

Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertangawag untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuah daam minatnya

c. Mencegah terjadinya kejahatan pada anak (baik aab&gi korban ataupun

sebagai pelaku).

Peran orang tua sangat penting untuk mencegahiteglagenerasi narkoba. Orang
tua hendaknya menjadi cermin yang baik bagi anak+®ya sebab kemungkinan besar
anak-anak menjadi peminum, pengguna obat-obatkmaeg. orang tua juga harus lebih
meningkatkan lagi peranannya sebagai pengawasselaagai pendidik dirumah, serta
memberikan kiat-kiat menolak penawaran narkoba daman-temannya di sekolah

!> Kusno Adi, ‘Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak dtid Narkotika Oleh AndkHIm,
19-20
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maupun ditempat mereka bergaul. Hubungan yang &oi@ira anak dan orang tua pun
harus terjalin dengan penuh kasih sayang. Terutareaciptakan komunikasi dalam
keluarga pembentukan nilai-nilai agama yang kuattdaga diri anak’

1. Pelaksanaan wajib lapor didalam Pasal 55 Ayat | Undang-Undang Narkotika

Nomor 35 Tahun 2009 di Bengkalis.

Pelaksanaan wajib lapor didalam pasal 55 ayat (@dadg-Undang Narkotika
Nomor 35 Tahun 2009 di Bengkalis belumlah teresilidangan baik, masyarakat banyak
yang tidak mengerti mengenai perihal wajib lapor, ikarena sebagian besar dari
masyarakat tidak memahami apa sebenarnya yang sligiiekn dalam isi ataupun tujuan
dari Undang-Undang Narkotika tersebut, khususnya wgng telah diatur diadalam
Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasayat (1) dimana didalam pasal
55 ayat (1) ini mengandung makna bahwa Orang tuadaa pecandu narkotika wajib
melaporkan kepada instansi yang berwenang menapgamasalahan penyalahgunaan
narkotika oleh anak, bukan anak yang sepenuhnyanggungjawab atas tindakan yang
dilakukannya melainkan orang tua lah yang sangep<oan ekstra dalam upaya
pencegahan sebelum dilakukannya kesalahan oleh iacakbun setelah anak tersebut
terindikasi sebagai pecandu narkotika. Setiap Otaacennarusnya telah memahami serta
mampu mengambil suatu sikap ketika permasalahi arje di terhadap anak mereka.

Seperti halnya beberapa kasus yang telzir terjading tua dari 4 kasus pelaku
anak yang dijelaskan pada bab sebelumnya atad<tridana narkotika ( yang dijadikan
sebagai sempel penelitian ), dimana pesulisemengafb( Tiga ) kasus untuk
diwawancarai guna mendapatkan informa<. mengenailsenana pengetahuan perihal
wajib lapor bagi orang tua ketika mendapct porrafisal bahwasanya anak mereka telah
terindikasi sebagai pecandu narkotika' da» kemutiatekan apa yang harus mereka
lakukan selanjutnya.

Dalam penelitian ini berdasarka'i nasil wawancaraule terhadap 3  ( Tiga )
orang responden yang diambil cari 4 (empat) resporgeharusnya yang terdiri dari
responden anak pecandu dan orarng wa wali pecarlatika. Adapun hasil wawancara
yang dilakukan pada ke 3 (tiga) aorang anak pelaéku pecandu narkotika ini menyatakan
bahwa orang tua atau wali da:' anak pecandu naekodirsebut tidak pernah melakukan
pelaporan kepada pihak kepolisian bahwasanya méaekknya) telah terindikasi sebagai
penyalahguna narkotika,

Sebagian orang ula sebenarnya telah menyadari dipenibahan sikap maupun
kesehatan dan kejiwaaii ‘anaknya telah terdapat gieanbyang tidak wajar, dimana
tentunya hal ini merupakan salah satu ciri-ciri karyang tergolong telah terindikasi
sebagai pengguna narkotika, tetapi orang tua darB kpelaku anak ini tidak pernah
berupaya sebelumnya untuk melaporkan kepihak ksgroldan pusat rehabilitasi medis
maupun rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintih

Dalam hal apabila sebelumnya sudah ada laporan lenwdian di pertegas
melalui surat dari pusat rehabilitasi medis maugabilitasi sosial, dan pelaporan pihak
orang tua pelaku atau orang tua pecandu anak terkepada pihak kepolisan Bengkalis
khususnya bagian Satuan Reserse Bengkalis, makatensabut akan dipertimbangkan
kembali terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dalamencari serta menemukan solusi
yang akan diambil. Apakah akan diambil jalan ruggbagai solusi, dan atau diupayakan
agar dilakukan langkah-langkah untuk pemulihan athabilitasi bagi anak tersebut,
tetapi apabila orang tua korban dengan sengaj& taklaporkan tindakan yang pada

" yusuf Afandi.,Op. Cit., HIm. 55
18 Wawancara dengan anak pelaku tindak pidana nkekatan orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika.
Pada Hari Selasa Tanggal 23-24 Oktober 2012 (dilapak Bengkalis)



mestinya, maka pihak kepolisiaan akan melakukanyaippaksa seperti upaya
penangkapan.

Segala sesuatu tersebut diatas sudah diatur dalgang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya pada pasalya@g berbunyi “ orang tua wali
dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimanakgund dalam Pasal 55 ayat (1)
yang sengaja tidak melapor, dipidana denda pading6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Hal inilah yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalimana anak yang sebagai
pecandu narkotika tersebut, rata-rata mendapatkaabilitasi medis maupun rehabilitasi
sosial setelah ia menjalani hukuman di Lapas Awgikana semestinya mereka hanya
perlu diberikan atau mendapatkan upaya rehabilgag tanpa perlu menjalani proses
hukuman di Lapas Anak.

Pada kenyataannya orang tua wali baru mencari isadasipun upaya untuk
pemulihan anaknya agar sembuh dari ketergantungpah a@ari salah satu jenis-jenis
narkotika setelah anak mereka menjalani hukumaragas, bukanya diawal-awal anak
tersebut menempuh rehabilitasi pada mesttiya.

Berdasarkan pasal 128 ayat (1) Undang-Undary NkeBiomor 35 Tahun 2009,
seharusnya orang tua yang membiarkan anak mereic taelakukan wajib lapor dapat
dipidana. Tetapi Hal ini tidak pernah ada kejelds#it lar jud, baik dari pihak kepolisian
maupun dari pihak orang tau atau wali pecanfiu madkomengenai penerapan sanksi
yang menyangkut masalah anak sebagai pecandii’aarkanhg sengaja orang atau wali
pecandu narkotika ini tidak melakukan pelap:raniqiahan sanksi atau penerapan sanksi
sepenuhnya orang tua yang sebenarnya Z.tjukanmmdgmalankan didalam penjatuhan
sanksi atau nestapa tersebut, sesuai dida.am Undiad@ng Narkotika Nomor 35 Tahun
2009 tepatnya pada Pasal 128 ayat (1 , cukanilseymlyaitu anak yang mendapatkan
sanksi pidana tersebut, sangat jelas teriapat quertnasalahan dari segi penerapan
Undang-Undang Narkotika Nomor 35 1=niun 2009 tersébiiabupaten Bengkalis.

Sebenarnya tidaklah layak/anck diberikan nestasaas yang dikemukakan oleh
Oleh Paulus Hadissoeprapto, Mcinat kompleksitagaggulangan narkotika yang
dilakukan oleh anak melalui_p=nerapan sanksi pidamaka patut menjadi perhatian
kiranya dampak negatif yana ctinbulkannya yangnakeenjamin terhadap perlindungan
Hak-hak dasar anak, apabna orientasi kebijakamukain untuk melindungi kepentingan
anak. Sebaliknya, akan menjadi problem sosial yangt, apabila kebijakan itu akhirnya
justru melahirkan keterp.rukan kepada anak.

Apabila seorany. «nak melakukan tindak pidana madak thanya dilihat sifat
jahatnya dan akibat ditirniibulkan oleh tindak pidgaag dilakukannya, tetapi diperhatikan
juga kondisi dan latar belakang mengapa ia melakukalak pidana, serta dilihat dari
aspek psikologis dari anak tersebut, aspek-aspdkams dijadikan pertimbangan dalam
menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakakaim anak.

Melihat kondisi dari kejiwaannya yang demikian, mgkada hakekatnya cukup
beralasan secara hukum untuk memberikan keringaedradap para pelaku anak.
Menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggolamdak pidana secara
membabi buta terhadap anak berpotensi menimbuédgadinya “viktimisasi” pada anak.
Dimana hukum pidana merupakan hukum yang palingnkejiantara hukum-hukum yang
lain, dimana sanksi pidana bersifat memaksa. Azhsidaritas dalam hukum pidana patut
ditonjolkan sebagai kebijakan terhadap anak selirgduk keringanan

19 Wawancara dengan AKP, Willy Kartamana, AKS. SiPs#taReserse Narkoba Polres Bengkalis. Pada
Hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 di Polres Beligika



Dalam memberikan perlindungan terhadap anak selpggaindu narkotika dapat
diupayakan juga melalui media dalam bentuk pengalipertanggungjawaban pidana,
seperti yang dikemukakan oleh Simanjuntak, dimpeagalihan pertanggungjawaban
pidana anak kepada orang tua juga memberikan kegariukepada anak, di mana anak
akan terhindar dari berbagai dampak negatif peaergpdana, khususnya penerapan
pidana perampasaan kemerdekaan, selain itu, yapgnteng mekanisme penggalihan
pertanggungjawaban pidana anak kepada orang tua miemghindarkan anak dari
pengalaman dalam proses peradilan pidana. Disadiani tidak, realitas menunjukan,
bahwa pengalaman seorang anak dalam proses pergudana justru menjadi saksi
psikologis yang dirasakan lebih berat dari pad&sapsikologis yang dirasakan lebih
berat dari pada sanksi yang dijatuhkan hakim itdse Pengalaman seorang anak dalam
proses peradilan pidana seringkali merupakan sapks{ologis yang justru akan
menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Maka didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 200%teniNarkotika tepatnya
pasal 55 ayat (1) perihal Waji Lapor dari orang &teu wali pecandu narkotika kepada
pihak rumah sakit, rehabilitasi sosial dan rehtsii mec.z _sangatlah tepat dan benar
dalam upaya penanggulangan yang semestinya bagisamagai penguna atau pecandu
narkotika, didalam Undang-Undang Narkotika Nomaor hun 2009 tepatnya pasal 55
ayat (1) mengoptimalkan penyembuhan dengan nmenganakabilitasi, baik rehabilitasi
secara medis maupun rehabilitasi secara sosial painguk oleh pemerintah. Maka anak
akan terindar dari perasaan depresi atau traunuatfiutdakan yang ia perbuat tersebut,
oleh karena itu orang tua lah yang bertang;ung;aseggenuhnya dalam mengupayakan
anaknya yang terindikasi sebagai penggu~..tau gacaarkotika, untuk mendapatkan
rehabilitasi medis maupun sosial yang dituniuk pegate tersebut.

Dari segala upaya yang dilakika» aparat penegakurhukaik oleh pihak
kepolisian dalam mensosialisasikan pzracian paengxdndangan nomor 35 Tahun 2009
tentang narkotika khususnya pasal-pas a yang liarkdengan penanganan tindak pidana
narkotika oleh anak dan upaya wiyib ‘apor yang seimya dilakukan orang tua tentunya
terdapat beberapa kendala yang di.adapi dalameltadganaan wajib lapor ini.

2. Kendala Dalam pelaksanaan wajib lapor didalam Pasal 55 Ayat | Undang-

Undang Narkotika Ncmor 35 Tahun 2009 di Bengkalis.

Berawal dari penieiascn sub bab di atas, dapatkietahui bahwa Pelaksanaan
Pasal 55 ayat 1 Undang-Unidang Narkotika Tahun 2d0®Bengkalis belum terlaksana
secara maksimal. Hal it diperoleh dari hasil wagesa penulis dengan Kasat Narkoba,
Kanit Narkoba Polres bengkalis, terdapat suatu &ngulitnya pelaksanaan wajib lapor
didalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 7&009 di Kabupaten Bengkalis,
Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuamkola Polres Bengkalis
diantaranya:

1. Faktor Minimnya Pemahaman Orang Tua

Faktor minimnya pemahaman orang tua waliandu narkotika terhadap
proses penyelesaian perkara tindak pidana narkqéaku anak, terbenturnya
pengetahuan masyarakat atau orang tua wali daandecnarkotika atau baru saja
menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika, darsmning kali orang tua enggan
melakukan konfromi atau memberikan informasi balanaga anak mereka telah
terindikasi sebagai penguna atau pecandu narkotika.

Minimnya pemahaman orang tueeltidkan juga oleh sikap masa bodoh
orang tua terhadap kewajiban orang tua dalam memamaknya yang sebagai
pengguna atau pecandu narkotika, permasalahar ipgdag menimbulkan suatu
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dampak negatif yang berlarut terus menerus dik@aidusehari-hari diwilayah

Bengkalis, kurang nya respon orang tua anak sebpgaguna atau pecandu
narkotika akan berdampak lebih fatal apabila otaagenggan untuk membekali diri
mereka dengan ilmu pengetahuan, khususnya masalsdyd narkotika didalam

kehidupan sehari-hari bagi anak, anak tidak semgstmenjalani sanksi atas
perbuatan yang iya lakukan, sanksi pidana berupangan atau penjara bukanlah
suatu jalan yang layak ditempuh oleh anak didalaak anelakukan suatu tindakan
pidana, malahan akan bisa menimbulkan sanksi sgaigj akan dirasakan oleh
anak tersebut, dengan demikian akan benimbulkampdk negatif bagi

pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak dalagkgapanjang, anak akan
trauma dan depresi atas perbuatan yang telah bugtetadi, maka akan merusak
kesejahteraan anak didalam kehidupanya.

2. Faktor Ketakutan Pihak Orang Tua Terhadap Pihak Kepolisian

Ketakutan dari pihak orang tua terhadap kepoligakatt dengan anaknya
yang sebagai penguna narkotika tersebut, apab’u<iapor kepihak kepolisian,
orang tua takut anak beliau yang telah menggransatast memakai narkotika
tersebut nantinya akan dipenjara, padahal tidale>#nya laporan yang diberikan
dari pihak orang tua yang mempunyai anakya tiasd pemakai narkotika atau
penguna narkotika jika dilaporkan akan diprusearsebukum. Ketakutan orang tua
atau wali pecandu narkotika yang dimena anaknyah tdkrindikasi sebagai
pengguna atau pecandu narkotika mer: nakan suay@hglsering terjadi diwilayah
Bengkalis, ketakutan pihak orang tus otau wali peganarkotika ini, sebenarnya
tidak cukup tepat untuk alasan orar.a tlia tidak malakukan upaya waji lapor
kepada pihak rumah sakit, rehab’iitaci medis rditaki sosial, dan kepada pihak
kepolisan yang bertujuan untuk ¢nairdalam mengagrauliahan yang layak, tetapi
inilah yang memang benar sering ul temukan dalampseroses penyidikan lebih
lanjud oleh pihak kepolisan (1alem orang tua merkbarketerangan kepada pihak
pihak kepolisan khususnya Saizan Resesrse NarkergkBlis.

3. Faktor Aib Bagi keluarga ~Ananila Melakukan Pelaporan

Orang tua selait menggangap apabila mengetataknya sebagai korban
penyalahgunaan nariou<a khususnya tindak pidamgotiga, yang dimana anak
nya benar-benar 2larr mengkonsumsi narkoba, oraagkarban tersebut sering
menganggap hai wu adalah suatu aib bagi keluaggahgl tersebutlah yang
menjadikan orang wa engan melakukan pelaporardedpepihak kepolisan. Tujuan
sebenarnya dalam pelaporan tersebut, adalah kartwjotuk mengarahkaan anak
mereka untuk dapat diberikan rehabilitasi bagi kelatau pecandu narkotika
tersebut dalam rehabilitasi atau pemulihan yangays&hya dilakukan oleh
pemerintah. didalam Undang-Undang Nomor 35 Tah@® 20ntang narkotika telah
meberikan informasi yang jelas tentang narkotikakpeanak, seperti didalam pasal
55 ayat 1 yang berbunyi:

“Orang tua wali atau pecandu narkotikengy belum cukup umur wajib
melaporkan kepada pusat kesehatan mayarakat, rsaidh dan/atau lembaga
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yangtuhjuk oleh Pemerintah untuk
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melehdbilitasi medis dan
rehabilitasi sosial”.

Dan apabila dilanggar dan tidak diperddm apa saja yang dijelaskan dalam
pasal 55 ayat (1) tentang narkotika tersebut méka #erlaku pasal 126 didalam
Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika, wenigunyi:
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orang tua wali dari pecandu yang belumupubmur, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, aaidlenda paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,Q0 jist rupiah)f°

Pengarahan dari pihak kepolisian tersbbuujan positif yang dimana agar
anak tidak dipidana walaupun seandainya ia teregmgkngan apabila ia sedang
menggunakan jenis-jenis dari narkoba tersebut, yiimgna dengan syarat ia telah
mendapatkan atau memegang kartu kontrol dari petbgéai rehabilitasi dimana
korban harus mendapatkan terapi dari tim psiki&etiap korban pemegang kartu
kontrol itu berhak mendapatkan pengobatan dan thltEkh dipidana meskipun
korban berulang kali ditangkap petugas kepolisietlaeg menggunakan narkoba.
Tetapi, penggunaan kartu kontrol itu juga mempubgdasan yang hanya berfungsi
selama tiga kali, apabila anak tersebut menggunéiaih dari tiga kali apabila
diketahui oleh kepolisan maka pihak kepolisan jaggan mengambil ketegasan
untuk mempidanaakan anak tersebut.

Oleh sebab itu Semuanya hades pemahaman dan tekat bagi orang tua.

Orang tua harus berperan penuh dalam membisihing wanag sebagai korban
penyalahgunaan narkotika ini untuk bisa mengkuongkebiasaan negatif sepertri
mengkonsumsi dari jenis-jenis narkotika secaicebédrln, segala hal tersebut
berangsur-angsur dalam pemulihannya dar. m:nunjpleaabahan yang selalu
mendekatkan kearah pemulihan yang terus inenerudatkaeln perubahan yang
baik, bagi anak yang sebelumnya merupai-ar. pecaedu bari penggunaan dari
narkotika.?*

Pihak kepolisan haruslah beker;..sapada pihak Bapas/Litmas, dan orang
tua atau wali pecandu narkotika untek menggamhahjaujuk bagi anak tersebut,
dan apabila benar anak tersebut teich meyalahgaondda jenis-jenis narkotika,
baik dengan cara mengedarkar tcasva izin dan hantyk wlikonsumsi diri nya
pribadi saja, maka hendaknya pir ak-pihak atau msstgang disebutkan diatas yang
telah dapat bekerja sama ddlar: mencapai tujuark unéimeberikan perlindungan
bagi anak, hendaknya dapat mwemperlakukan analaddagak, dapat memberikan
perlindungan hukum yang secadil-adilya guna menctgppenuhinya hak-hak anak
yang pada realitanya saa: . sering sekali tekaipai

3. Upaya dalam mengi.adapi kendala Pelaksanaan wajib lapor didalam Pasal 55
Ayat | Undang-Unaang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 di Bengkalis
Berdasarkan kenuala-kendala yang dihadapi oleraBddarkoba Polres Bengkalis

dalam menangani Permasalahan wajib lapor dalanulb@etlindungan hukum bagi anak

sebagai pecandu narkotika, maka ada beberapa ypagalilakukan oleh satuan Narkoba

Polres Bengkalis upaya dalam mengatasi kendalaaketersebut yaitu :

1. a. Program Penyuluhan, Pihak kepolisian khusuSayaan Reserse Narkoba
Bengkalis dan pemerintah daerah melakukan progranyytuhan setiap
kecamatan-kecamatan yang ada dikabupaten Bengkalisk melakukan
sosialisai hukum, atau penyuluhan hukum terkaidgdenangkah-langkah
yang harus dilakukan oleh pihak orang tua, maupasyarakat apabila ada
di temukan tindak pidana narkotika, dan sampaiisadan untuk kedepanya
Satuan Reserse Narkoba Bengkalis dan pemerintalabdamelakukan

20 H
Ibid
2L Wawancara dengan AKP, Willy Kartamana, AKS. SiPs#&taReserse Narkoba Polres Bengkalis. Pada
Hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 di Polres Beligika
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program penyuluhan setiap kecamatan-kecamatan wgaiagdikabupaten
Bengkalis, dimana tujuan nya adalah meninggkatleamaghmaman itu dalam
arti menyikapi dari masalah kendala yang ada samppda saat ini, jadi
kendala tersebut disikapi oleh pihak kepolisianysdsnya dilakukan oleh
Satuan Narkoba Polres Bengkalis, dengan prosesulpdiayn supaya ada
peningkatan pemahaman dari masyarakat dan orang tua

Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Polres BengH#alisbekerja sama
dengan Kesbang Pol. Dan Kabag Hukum PemerintahabDaBengkalis.
Penyuluhan tersebut dilasanakan disetiap kecamddandesa-desa yang
terdapat di Wilayah Kabupaten Bengkalis.

b. Kampanye Anti Narkoba, juga dilaksanakan untuk nmemkbn suatu
informasi dan memberikan bentuk gambaran betapaaybalya
pengunaan narkotika bagi penyalahgunanya dan reskobagi
kesehatan dan dampaknya juga berpengaruh terhast&pnbangan
perekonomian, sosial, dan pendidikan, kkcamanampeaegakan hukum.

Ketakutan pihak orang tua sering terjadiaim menangapi persoalan
berhubungan dengan hukum, dan orar g tL a selalikib@dnjara dan sanksi
yang memberatkan selalu akan rienipuhnya apabitegk porang tua
melapor kepada pihak kepolisian. Lid<lam menangapiini polisi akan
memberikan penjelasan kepada drang tua dari anafan@ sebagai pelaku
penyalahgunaan narkotika mergyanai peranan Bapasijdan dari Bapas.

Bila mengacu kepada Unid'ang-Undang Nomortgimd 997, meskipun
lembaga kepolisian tetap riertnakan lembaga pertang akan bergerak
dalam menghadapi kenakala:“anak, namun terdapatapatan hukum agar
supaya polisi meminta Laporan Penelitian Kemasydeakyang dibuat oleh
Pembimbing Kemasy/wranaian atau yang disingkat de(lg) Bapas. PK
dalam membuat penenian kemasyarakatan merupak&ean p/ang penting
bagi nasib anak yara terjaring dalam Sistem Penadihak.

PK tersebut weirwgas membuhdgnosa berupa Laporan Penelitian
Kemasyarakata: tentang tingkah laku anak dan memimkeomendasi
tentang disposisi apa yang tepat yang dapat dipleatigkan oleh Sistem
Peradilan +~nak melaluiCase Study(Litmas) yang dibuat PK. Dalam
penelitian <c.nasyarakatan tersebut paling tidalushatapat disimpulkan
apakah anax yang diajukan dalam Sistem Peradilaak Amasuk kategori
pelaku penyimpangan priimer atau sudah menjadiipgangan sekunder,
sehingga dapat disimpulkan apakah apakah anakbtgréésa dihentikan
atau diteruskan penyidikannya.

Pada Pasal 55, 57 dan 58 Undang-Undang N8rmahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, terdapat rumusan tentang Pembgmkemasyarakatan
bahkan kewajibannya untuk hadir dalam sidang anak.

Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 199@ngrifengadilan
Anak, diatur kewajiban Hakim untuk memerintahkan mBenbing
Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil pemeliti@masyarakatan
mengenai anak yang akan disidangkan sebelum sdibuiga.

Pada Pasal 59 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 188fang
Pengadilan Anak, mewajibkan kepada hakim dalam samtoya untuk
mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakagn pembimbing
kemasyarakatan sudah harus dimulai semenjak ppesstdikan.
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Dalam Pasal 42 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 188%ng
Pengadilan Anak, penyidik wajib meminta pertimbangdan saran
pembimbingan kemasyarakatan. Dilaksanakan PemanB#dAS tersebut
keseluruhannya bertujuan untuk mendampingi penyisikaligus juga
memeriksa tersangka anak tersebut, dan itu digmnakdalam proses
persidangan, jadi laporan yang dibuat oleh BAPASwusmya dijadikan
bahan petimbangan mengenai kondisi pisikologis, digonpisikis dan
sebainya, yang mengenai latar belakang anak, makgluarga dan yang
bersangkutan sendiri, dan hal tersebut diatur dalasal 56 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Jadi diharapkan laporan yang dibuat oleh BAPASetmrs dapat
memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anaky yeersangkutan atau
anak yang tersangkut perkara pidana sebagai tygedimdungan bagi diri
anak tersebut.

3. Didalam anaknya sebagai penyalahguna tikakdiasanya orang tua
enggan untuk melakukan kewajibanya unititk melaporkepada pihak
kepolisian yang dimana semua itu org tue wiasarg@aganggap hal tersebut
bisa mencoreng nama baik keluarganva.dan hal d@wpakan aib bagi
keluarganya. oleh sebab itu pihak |epclisan khysusBatuan Reserse
Narkoba Bengkalis Melakukan perueckaian terlebihullalkepada pihak
masyarakat, guna memberikan_masuksn dan arahaad&epang tua dari
anak nya yang menggunakan i arketika, atau telalgumakan narkotika,
dan ataupun belum pernah .r.2ngunakan atau mengksnswarkotika,
tujuan nya untuk bersama-scme agar bisa mencam jléluar apabila
nantinya menangapi ansk ‘ersebut berkemungkinamdieasi dari
penyalahgunaan narkotikz’.

D. Penutup
1. Kesimpulan

Pelaksanaan Pasal 5% ayat 1 Undang-Undang NomofaBkin 2009 tentang
Narkotika d Kabupaten Rengralis belum trealisasigpaemestinya, orang tua atau wali
pencandu narkotika tidak .oeinah berupaya dalampoidan anaknya kepusat rehabilitasi
medis dan rehabilitasi susici yang ditunjuk pentahn

Adapun faktor penyhambat dalam pelaksanaan Pasaya&b 1 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah migarpemahaman orang tua wali dari
pecandu narkotika dalam menghadapi anaknya sebagayalahguna narkoba. Ketakutan
dari pihak orang tua terhadap kepolisan terkaitgdananaknya yang sebagai penguna
narkotika, dan orang tua selalu menganggap apg ¢gitgakukan anak nya apabila terbukti
menggunakan narkotika adalah merupakan suatu gitkearganya.

Upaya yang dilakukan Satuan Polres Bengkalis mendémmbatan Pihak kepolisian
khususnya Satuan Reserse Narkoba Bengkalis dareripgésimn daerah melakukan program
penyuluhan setiap kecamatan-kecamatan yang adaugiieen Bengkalis, untuk melakukan
sosialisai hukum, atau penyuluhan hukum terkaidgdenlangkah-langkah yang harus
dilakukan oleh pihak orang tua, maupun masyarakabil ada di temukan indikasi

22 Wawancara dengan AKP, Willy Kartamana, AKS. SIPs&aReserse Narkoba Polres Bengkalis dan
Wawancara dengan AIPTU, Sugeng Ganefi, K UNIT MiReserse Narkoba Polres Bengkalis. Pada Hari Senin
tanggal 22 Oktober 2012 di Polres Bengkalis.
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sebagai pengguna atau pecandu narkotika terhadagndknya, Kampanye anti narkoba
juga dilaksanakan untuk memberikan suatu inforndasi memberikan bentuk gambaran
betapa bahayanya pengunaan narkotika bagi penymiahga. polisi akan memberikan
penjelasan kepada orang tua dari anaknya yang a@epelgku penyalahgunaan narkotika
mengenai peranan Bapas dan tujuan dari Bapak Répalisan khususnya Satuan Reserse
Narkoba Bengkalis Melakukan pendekatan terlebifullakepada pihak masyarakat, guna
memberikan masukan dan arahan, kepada orang tuaard nya yang menggunakan
narkotika, atau telah mengunakan narkotika, danpata belum pernah mengunakan atau
mengkonsumsi narkotika, tujuan nya untuk bersameasagar bisa mencari jalan keluar
apabila nantinya menangapi anak tersebut berkenmengkerindikasi dari penyalahgunaan
narkotika.

2. Saran

Didalam menangapi anak sebagai pecandu narkotik@akaya Untuk orang tua dari
korban penyalahgunaan narkotika, harus lebih tgngisn respon, apabila anak telah
menjadi korban dalam penyalahgunaan narkotika, pshaga melaporkan kepihak
kepolisian agar dapat diambil jalan rujuk, dal@ngka diia!-ukan langkah-langkah untuk
pemulihan atau rehabilitasi bukan pemidanan, disming.tua sangat berperan penting
dalam terealisasinya penerapan pasal 55 ayat 1ngd fad. ng Narkotika Nomor 35 tahun
2009 mengenai wajib lapor. Dari pihak kepolisan susmya bagian Satuan Reserse
Narkoba Polres Bengkalis, lebih mengoptimalka». ¥ebaungkin dengan pendekatan
kepada orang tua maupun masyarakat terlerh dalarg bertujuan untuk memberikan
pemahaman.

Dalam menghadapi dan mengatasi “enlJala dari pelakeawajib lapor, pihak
kepolisan dan orang tua atau masya akct lebih jeeleama dalam pemberantasan
narkotika, bagi pihak kepolisan harus n'enizykateghdalam bentuk penyuluhan terhadap
orang tua dari pecandu narkotika agar ‘erwujud paman dari orang tua yang dulunya
tidak memahami apabila anaknya tc¢rindikasi memalbai-obatan terlarang.

Dari pihak orang tua atau masyarakat, harus set@lakukan pengawasan terhadap
anaknya apabila terindikasi peng.'na, apabila adaadak tersebut menunjukan perubahan
dari segi perilaku atau sikap dan yang lain nyakarsegeralah berkoordinasi baik kepada
pihak kepolisian, pusat rehavilitasi medis dan béiasi sosial yang ditunjuk pemerintah
untuk dilakukan pengobatar..awuu pemulihan bagi serakbut.
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